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PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan R1
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988
Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan
dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-
Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-
huruf Latin beserta perangkatnya.
A. Konsonan Tunggal
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem
tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam
transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.
Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan
transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

N Huruf | Nama Nama Keteranean
0 Arab Latin Latin cteranga
. Tidak di Tidak
1 ‘ alif .
lambangkan dilambangkang
2 < ba’ B be
3 < ta’ T te
4 o sa’ S s dengan titik di atas
5 d jim ] je
, ha dengan titik
¢l T ha h dibawah




7 d kha’ kh ka dan ha

8 S dal d de

9 3 al 5 zet dengan titik di

atas

10 J ra’ r er

11 J zai 7z zet

12 Sy sa’ S es

13 & syin sy es dan ye

e di

14 o2 sad S es dengan titik di
bawah

15 o dad d de dengan titik di
bawah

16 b ta’ ¢ te dengan titik di
bawah

17 b it . zet dengan titik di
bawah

ki lik di
18 ¢ ain ‘ oma terbalik di
atas

19 - gain g ge

20 > fa’ f ef

2| 9 kaf K ka

23 d lam 1 el
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24 3 mim m em
25 o nun n en
26 9 wawu W we
27 2 ha’ h ha
28 s hamzah ’ Apostrop
29 $ ya’ y ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis
lengkap

& A : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta’ Marbutah

1.

Transliterasi Ta’ Marbufah hidup atau dengan
harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis
dengan “t” atau “h”.

Contoh: ,edl\ 8} : Zakat al-Fitri atau Zakah al-
Fitri
Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh: 3zl Talhah

Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “al” dan
bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta’ Marbutah
itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: &3\ &9y Raudah al-Jannah

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata
Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

vil




dslar

- ditulis Jama ‘ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain,
ditulis t

A i

Jadl) 315

D. Vokal

Vokal

bahasa Arab

: ditulis Ni ‘matullah

- ditulis Zakat al-Fitri

seperti

vokal

bahasa

Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan

vokal rangkap atau diftong.

1.

Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa
tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

2. Vokal Rangkap/Diftong
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya

No Tanda Nama Huruf Nama
Vokal Latin

1 = _/ — Fathah a a

2 _h. Kasrah 1 i

3 _ .y Dammah u u
Contoh:
s,«f — Kataba wag — Yazhabu

o — Suila 53— Zukira

berupa gabungan antara harakat dan huruf,

transliterasinya sebagai berikut:
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No | Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
1 ] Fathah dan ya’ adani
2 $ Fathah dan waw adanu

Contoh:
&S Kaifa Je> : Haula

E. Vocal Panjang (Maddah)
Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa
harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

Tand
No V?)Illmzll Nama Latin Nama
1 K Fathah dan alif a a bergaris atas
2 <O Fathah dan alif a a bergaris atas
layyinah
3 e Kasrah dan ya’ 1 I bergaris atas
4 9 Dammah dan waw a u bergaris atas
Contoh:
Osf  : Tuhibbina

Ol 1 al-Insan

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu
Kata dipisahkan dengan Apostrof

s.:.zﬁ

T a’antum
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£

S ga . mu’annas

G. Kata Sandang Alif + Lam
Kata sandang berupa “al” ( J) ) ditulis dengan
huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan
“al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.
Perhatikan contoh-contoh berikut ini:
1) Al-Imam al-Bukharly mengatakan ...
2) Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya
menjelaskan ...
3) Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.
4) Billah ‘azza wa jalla
5) Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

oV, d\ : ditulis al-Qur’an
6) Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti
dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
dxod) 2 ditulis as-Sayyi ‘ah
H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan
dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah

maupun di akhir.
Contoh:

~\-o-é : Muhammad

3 ¢\ al-Wudd

I. Kata Sandang “J\”
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah
dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
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Contoh:
oL al-Qur’an
&V al-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak
mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini
disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang
berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada
awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang ““al”, dIl.

Contoh:
10 el . al-Imam al-Gazali
Q;L‘:L\ @.J‘ s al-Sab ‘u al-Masani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya
berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau
harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak
digunakan.

Contoh:

AWle B : Nasrun minallahi

\az.?:fiﬂ‘ & : Lillahi al-Amr Jami‘a

K. Huruf Hamzah
Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di
atas (°) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir
kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka
Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.
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Contoh:
ol aghe sle) : Thya’ ‘Uliam al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja),
isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu
yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau
harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini
penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.

Contoh:

RO PRI : wa innallaha lahuwa khai
al-Razigin
M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam
rangkaian tersebut.

e‘)M‘}\ T ditulis syaikh al-Islam atau
syaikhul Islam.
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ABSTRAK

Yusuf. 2026. “Analisis Pilihan Masyarakat terhadap
Tajdidun Nikah Daripada Isbat Nikah pada Pernikahan Siri:
Tinjauan Maqasid Al-Shari’ah (Studi pada Masyarakat Desa
Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang Brebes)”. Skripsi,
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Pembimbing: Khafid Abadi, M.H.I.

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang
memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum. Dalam sistem
hukum Indonesia, keabsahan pernikahan tidak hanya
ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat menurut
agama, tetapi juga oleh pencatatan resmi pada Kantor Urusan
Agama (KUA). Namun demikian, di Kecamatan Jatibarang,
Kabupaten Brebes, masih ditemukan praktik pernikahan siri
yang tidak dicatatkan secara resmi.

Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum,
terutama terkait perlindungan hak istri dan anak. Negara
menyediakan mekanisme legalisasi melalui isbat nikah di
Pengadilan Agama, tetapi sebagian masyarakat lebih memilih
melakukan ftajdid al-nikah sebagai bentuk pembaruan akad
nikah tanpa melalui proses hukum formal. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis alasan masyarakat memilih
tajdid al-nikah daripada isbat nikah serta menelaah
implikasinya dalam perspektif maqgasid al-shari’ah. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
sosiologis.

Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan
menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber serta
pendekatan  magasid  al-shari’ah. Hasil  penelitian
menunjukkan bahwa pilihan masyarakat terhadap fajdid al-
nikah dipengaruhi oleh pertimbangan praktis, biaya yang lebih
ringan, prosedur yang dianggap lebih sederhana, serta
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pengaruh tokoh agama dan tekanan sosial untuk segera
melegalkan status anak. Dalam perspektif tindakan sosial,
keputusan tersebut termasuk tindakan rasional instrumental.
Sementara itu, dalam perspektif magqdasid al-shari’ah, praktik
tajdid al-nikah hanya menghasilkan kemaslahatan pada
tingkat hdajiyyat karena mampu mengurangi kesulitan
administratif, tetapi belum memberikan perlindungan hukum
terhadap hak-hak keluarga yang berkaitan dengan masa
sebelum pelaksanaan akad ulang. Penelitian selanjutnya
diharapkan dapat mengkaji implikasi hukum jangka panjang
dari praktik tersebut serta mengevaluasi efektivitas mekanisme
isbat nikah sebagai solusi legalisasi pernikahan siri.

Kata Kunci: pernikahan siri, tajdid nikah, isbat nikah,
maqasid al-shari‘ah, tindakan sosial.
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ABSTRACT

Yusuf. 2026. "Analysis of Community Choices for Tajdidun
Nikah Rather Than Isbat Nikah in Siri Marriage: A Review of
Magasid Al-Shari’ah (A Study of the Kemiriamba Village
Community, Jatibarang District, Brebes)". Thesis, Islamic
Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic
University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Advisor: Khafid Abadi, M.H.

Marriage in Islam is an institution with spiritual, social,
and legal dimensions. In the Indonesian legal system, the
validity of a marriage is determined not only by fulfilling the
pillars and requirements according to religion, but also by
official registration at the Olffice of Religious Affairs (KUA).
However, in Jatibarang District, Brebes Regency,
unregistered marriages are still practiced, often without
official registration.

This situation raises various legal issues, particularly
regarding the protection of the rights of wives and children.
The state provides a legalization mechanism through marriage
confirmation (Isbat nikah) in the Religious Court, but some
people prefer to conduct tajdid al-nikah as a form of renewing
the marriage contract without going through the formal legal
process. This study aims to analyze the reasons why people
choose tajdid al-nikah over marriage confirmation (isbat
nikah) and examine its implications from the perspective of
magqasid al-shari’ah. This study uses a qualitative method with
a sociological approach.

Data were obtained through observation, interviews,
and documentation, then analyzed descriptively using Max
Weber's theory of social action and the magqasid al-shari’ah
approach. The results of the study indicate that the
community's choice of tajdid al-nikdh is influenced by
practical considerations, lower costs, procedures that are
considered simpler, as well as the influence of religious
leaders and social pressure to immediately legalize the child's
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status. From a social action perspective, this decision is an
instrumental rational action. Meanwhile, from a maqasid al-
shari’ah perspective, the practice of tajdid al-nikah only
produces benefits at the hajiyyat level because it can reduce
administrative difficulties, but it does not provide legal
protection for family rights related to the period before the re-
contracting. Further research is expected to examine the long-
term legal implications of this practice and evaluate the
effectiveness of the isbat nikah mechanism as a solution for
legalizing unregistered marriages.

Keywords: siri marriage, tajdid nikah, isbat nikah, maqasid
al-shart’ah, social action.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan institusi penting dalam Islam
yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga
sosial dan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, sahnya
pernikahan ditentukan tidak hanya oleh pemenuhan rukun,
syarat, agama dan pandangan fikih. Menurut fikih nikah
adalah sebuah institusi yang sangat agung dan terstruktur.
Ia bukan sekadar legalisalsi hubungan biologis, melainkan
sebuah ibaldah yang diatur secara rinci melalui rukun dan
syarat yang ketat.!

Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan,
melanjutkan keturunan, menciptakan ketenteraman jiwa,
dan membangun fondasi masyarakat Islami yang kuat
dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Idealnya
pernikahan dilakukan sesuai syarat agama, kemudian
dicatatkan di lembaga negara yang berwenang Kantor
Urusan Agama (KUA).? Namun, kondisi ideal tersebut
tidak selaras dengan realitas di lapangan, terutama di
Kecamatan Jatibarang yang masih menghadapi maraknya
fenomena pernikahan siri. Apa itu pernikahan siri? Secara
bahasa sirr atau sirri berasal dari bahasa arab yang berarti
Rahasia, lalu secara pengertian Pernikahan siri adalah
pernikahan yang sah secara agama karena memenuhi
rukun dan syaratnya, tetapi tidak dicatatkan secara resmi
di Kalntor Urusan Agama (KUA). Akibat utamanya adalah

!'Sulfian, A. S. (2023). The urgency of marriage registration in the
perspective of indonesian marriage law and islamic law. Jurnal Al-Dustur,
h. 72-90. https://doi.org/10.30863/aldustur. Di akses (2 Desember 2025)

2 Husin, T. N., Syamsuddin, S., & Abdullah, M. A. (2025). Peranan
kantor urusan agama (kua) dalam mengurangi perceraian. Al Hukmu, h.
153—161. hitps://doi.org/10.54090/hukmu. Di akses (16 November 2025)
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pernikahan ini tak diakui oleh hukum negara. Hal ini
menyebabkan istri dan anak berada dalam posisi yang
sangat rentan karena tidak memiliki kekuatan hukum
untuk menuntut hak-hak krusial seperti nafkah, warisan,
dan status legal anak (akta kelahiran).?

Pernikahan siri menghadirkan berbagai persoalan
hukum dan sosial, antara lain tidak adanya perlindungan
hukum bagi istri dan anak, kesulitan dalam pengurusan
administrasi kependudukan, serta potensi penelantaran
dan praktik poligami tanpa izin. Untuk mengatasi dampak
ini, negara melalui Pengadilan Agama memberikan solusi
berupa isbat nikah, hal ini di dasari yakni proses legalisasi
pernikahan siri agar memiliki kekuatan hukum.

Namun demikian, sebagian masyarakat Kecamatan
Jatibarang, justru memilih fajdidun nikah atau pembaruan
akad nikah secara agama tanpa melalui proses hukum
formal. Pilithan ini mencerminkan keinginan untuk
memperbarui akad nikah secara agama, meskipun tanpa
melalui jalur hukum formal.*

Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika dalam
cara pandang masyarakat terhadap pernikahan dan hukum,
serta menyoroti pentingnya dialog antara nilai-nilai agama
dan kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih baik.
Kecenderungan yang terjadi di tengah masyarakat
Kecamatan Jatibarang menunjukkan bahwa pasangan
yang telah menikah siri lebih kuat pilihannya untuk
melakukan Tajdidun Nikah, yang mana sebenarnya
kondisi masyarakat berstatus religius dan dekat dengan

3 Edi Gunawan, “Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu
Perkawinan,” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, 11.1 (2013),
do0i:10.30984/as.v11i1.163.

4 Gunawan, “Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu
Perkawinan.” h. 5



para tokoh agama, sebagian masyarakat Kecamatan
Jatibarang melakukan Tajdidun Nikah bukan hanya
didasari pada problematik yang sudah di jelaskan di atas,
ada juga yang melakukanya karena faktor keberkahan
yang kurang dalam rumah tangga dan karena kurangnya
administrasi, atau karena faktor lainya.’ Hal ini yang
menjadikan pemilihan masyarakat lebih memilih tajdidun
nikah karena di anggap lebih efisien untuk dilaksanakan di
KUA maupun acara tertutup keluarga daripada menempuh
sidang isbat nikah di Pengadilan Agama untuk melegalkan
pernikahan.®  Alasan peneliti memilih Kecamatan
Jatibarang karena di daerah ini terdapat fenomena sosial
yang cukup menarik, yaitu banyak masyarakat yang
menikah secara siri tetapi lebih memilih melakukan
tajdidun nikah di KUA daripada isbat nikah di Pengadilan
Agama. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan
cara pandang masyarakat terhadap legalitas pernikahan
antara hukum agama, tradisi lokal, dan hukum negara. Hal
ini menjadikan peniliti dirasa perlu meniliti lebih lanjut.
Status hukum pernikahan siri memicu polemik
menarik di kalangan tokoh ulama, yang terbelah ke dalam
sudut pandang pro dan kontra. Ada yang mengatakan
boleh dan tidak. Di antara ulama yang menyatakan boleh
ialah Syaikh Ismail Utsman al-Yamani al-Makki
menyatakan bahwa, Tajdidun Nikah bermakna mengulang
akad nikah dengan tujuan kehati-hatian dan memperindah
kehidupan rumah tangga, namun menurutnya praktik

5 BC, Penyuluh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jatibarang,
di wawancarai oleh Yusuf, Timpas 8 April 2025
¢ Habibi, H., & Musorif, M. (2022). Peran kantor urusan agama

(kua) dalam mengurangi perkawinan siri. An Nawawi, 2(1), h. 43-52.



Tajdidun Nikah ini sebaliknya tidak perlu dipraktikkan.’
Pemaknaan yang sama mengenai 7ajdidun Nikah menurut
Sayyid Abdurrahman yakni 7ajdidun Nikah hukumnya
boleh dilakukan dalam Islam, namun sebaliknya praktik ini
lebih balik tidak dilakukan.®

Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan 7ajdidun
Nikah ialah suatu perbuatan mengulangi akad nikah yang
tidak mengakibatkan fasad akad pertama.’ Tbnu Hajar Al-
Haitami juga menyampaikan definisi mengenali 7ajdidun
Nikah, menurutnya Tajdidun Nikah ialah memperbarui
nikah dengan melakukan akad nikah kedua yang bertujuan
untuk kehati-hatian. Mengulang akad nikah bukan berarti
talak dan tidak menyebabkan akad yang pertama rusak.!”

Kemudian kalangan ulama yang menyatakan tidak
boleh, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Yusuf
Al-Ardabili ialah memperbarui nikah. Menurut beliau,
praktik  Tajdidun  Nikah yang dilakukan akan
mengakibatkan rusaknya akad pertama dan dianggap
sebagai ikrar talak serta telah mengurangi jatah talak
suami. Pendapat ini merupakan bentuk perlindungan
terhadap akad nikah yang sakral. Maka dari itu pendapat
ini secara langsung menyatakan bahwa praktik 7ajdidun
Nikah sama halnya dengan mengakui perpisahan (talak)
Pendapat yang membolehkan dikarenakan tujuan dari
Tajdidun Nikah ialah untuk memperindah rumah tangga,

7 Ismail Utsman al-Yamani al-Makki, Qurratul ‘din bi Fatawi

Ismail az-Zain, (Indonelsia: Maktabah al-Barakabh, t.t.)

8 Abdurrahman Bin Muhammad Bin Hasan Bin Umar, Bughyah

al-Mustarsyidin, (Indonelsia: Darul Khaya’, t.t.)

% Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari,

juz 13 (ttp.: Dar al-Fikr, t.t.), h. 162—165

10 Mohammad Nafik, “Fenomena Tajdid Nikah di Kelurahan

Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya”, dalam Jurnal Relalita,
Vol. 14, No. 2 (Juli 2016), h. 166



sedangkan pendapat yang melarang memberikan batasan
tertentu dan memiliki alasan bahwa masalah perkawinan
adalah masalah yang berhubungan dengan ibadah serta
harus mengikuti Sunah Nabi.!!

Keempat pendapat tersebut memperbolehkan
menjadi perdebatan di kalangan ulama dua ulama yang
mana salin bertolak belakang boleh dan tidak. maka dapat
disimpulkan bahwa perbuatan melaksanakan akad kedua
tidak akan merusak akad pertama serta kedua akad ini
dipandang masith sah dalam Islam. Pendapat yang
membolehkan pembaharuan nikah atau pengulangan
akad nikah pada dasarnya bukanlah akad baru dan hanya
upaya untuk memperindah rumah tanggal atau sebuah
tindakan untuk memperindah kehidupan rumah tangga.
Pilihan ini tentu memunculkan pertanyaan yang patut
dikaji ulang secara kritis: Apa yang menjadi dasar
pertimbangan masyarakat dalam lebih memilih tajdidun
nikah? Apakah pertimbangan tersebut bersifat praktis,
ekonomis, atau justru karena kurangnya pemahaman
terhadap fungsi dan urgensi isbat nikah dalam
perlindungan hukum?

Fenomena di Desa Kemiriamba Kecamatan
Jatibarang, Kabupaten Brebes, menunjukan
kecenderungan kuat bahwa pasangan yang menikah siri
lebih memilih melakukan tgjdidun nikah daripada
mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Selain itu,
perlu ditelaah lebih jauh mengenali bagaimana implikasi
dari praktik tajdidun nikah tersebut terhadap keabsahan
pernikahan serta hak-hak anak yang lahir dari pernikahan
siri. Lebih penting lagi, sejauh mana praktik ini sejalan

"' Sutaji, Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam,
(Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018), h. 45-52



dengan prinsip-prinsip magqasid al-shari‘ah  yang
menekankan pada perlindungan agama, jiwa, keturunan,
harta, dan akal. Dengan demikian, penting untuk meninjau
ulang secara mendalam alasan di balik pemilihan tajdidun
nikdh ini dan bagaimana dampaknya dalam perspektif
Magqasid al shari’ah yang berorientasi pada kemaslahatan.
Pilihan masyarakat terhadap tajdidun nikah
sebagai alternatif dari isbat nikah menimbukan pertanyaan
mendasar : apakah pilihan ini didasarkan pada
ketidaktahuan — hukum, tradisi  keagamaan, atau
pertimbangan praktis seperti kemudahan dan biaya?
Fenomena ini menarik untuk dikaji menggunakan
pendekatan sosiologis, khususnya teori tindakan sosial
dari Max Weber, yang memandang bahwa tindakan
manusia dipengaruhi oleh makna subjektif, nilai-nilai
yang diyakini, serta pertimbangan rasional atau tradisional.
Di sisi lain, penting untuk mengkaji fenomena ini
dari perspektif Magasid al-Shari‘ah, guna menelaah
bagaimana pilihan antara tajdidun nikah dan isbat nikah
memiliki impikasi berbeda terhadap pemenuhan lima
tujuan pokok syariat: penjagaan agama (hifz al-din), jiwa
(hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl),
dan harta (hifz al-mal). Pilihan terhadap fajdidun nikah
yang tidak diiringi dengan pencatatan resmi dapat
melemahkan perlindungan hukum terhadap anak dan istri,
serta  berpotensi tidak memenuhi  prinsip-prinsip
kemaslahatan yang dikehendaki syariat.
Penting untuk memahami bagaimana pernikahan siri
dan pilihan tajdidun nikdh mencerminkan kompleksitas
hubungan antara tradisi, hukum, dan masyarakat.!'?

12° Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
(Jakarta: Kencana, 2014), h. 97-100.



Berdasarkan realitas tersebut juga, penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis alasan di balik pilihan masyarakat
terhadap tajdidun nikah daripada isbat nikah, serta
mengevaluasi implikasinya terhadap perlindungan hukum
dan kemaslahatan keluarga dalam perspektif Magasid Al-
shari‘ah dan teori tindakan sosial Max Weber. Penelitian
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik
dan praktis dalam memahami dinamika hukum keluarga
Islam di tingkat masyarakat akar rumput. '

Halini dapat dibuktikan melalui observasi di atas dan
wawancara yang dilakukan bahwa masyarakat Kecamatan
Jatibarang masih melakukan pernikahan siri yang
disahkan bukan dengan isbat nikah namun melalui dengan
Tajdidun Nikah di KUA.'* Oleh karena itu fenomena
pemilihan Tajdidun Nikah yang dilakukan oleh
masyarakat Kecamatan Jatibarang perlu untuk diteliti
lebih lanjut ke dalam skripsi yang berjudul “Analisis
pilihan Masyarakat terhadap Tajdidun Nikah daripada
isbat nikah pada pernikahan siri : Tinjauan Magasid Al-
Shari’ah (Studi pada Masyarakat Desa Kemiriamba,
Kecamatan Jatibarang Brebes).”

B. Rumusan Masalah
1. Apa faktor-faktor yang mendorong masyarakat lebih
memilih 7ajdidun Nikah daripada isbat nikah dalam
menyelesaikan  pernikahan siri  di  Kecamatan
Jatibarang ditinjau dari teori tindakan sosial Max
Weber dan bagaimana dampaknya terhadap pemilihan
tersebut?

13 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta:
Rajawali Pers, 2013), h. 13-15.

4 AH, Tokoh Masyarakat di Desa Timpas, Kec. Jatibarang, Kab,
Brebes di wawancarai oleh Yusuf, Timpas 10 April 2025



2. Bagaimana implikasi pemilihan Tajdidun Nikah
terhadap perlindungan hukum dan kemaslahatan
keluarga menurut perspektif Magasid al-Shari’ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan faktor apa saja yang membuat masyarakat
Kecamatan Jatibarang lebih memilih Tajdidun Nikah
daripada isbat nikah dalam menyelesaikan pernikahan
siri menggunakan prespektif tindakan sosial teori Max
Weber serta apa saja faktor yang timbul karena
pemilihan masyarakat.

2. Untuk menganalisis implikasi pemilihan Tajdidun
Nikah terhadap perlindungan hukum dan kemaslahatan
keluarga atau mafasadah di lihat dari perspektif
Magasid Al shari’ah.

D. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan membawa
manfaat sebagai berikut, antara lain:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian
hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami
praktik tajdidun nikah dan implikasinya ditinjau dari
perspektif Magasid Al - shart‘ah."

2. Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi  masyarakat dan lembaga
keagamaan dalam mengambil langkah hukum atau
sosial yang tepat terkait legalitas pernikahan, serta
meningkatkan kesadaran akan pentingnya
perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dan
perempuan.

!5 Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur, Magasid al-Syari’ah al-
Islamiyyah (Yordania: Dar al-Nafa’is, 2001), h. 251-255.



E. Kerangka Teoritik
1. Teori Magasid Syari’ah
Magasid al-Shari’ah adalah tujuan utama dari
hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi lima hal
penting (al-kuliyyat al-khamsah), yaitu:
a) Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Pernikahan bukan sekadar anjuran, melainkan
sebuah institusi suci yang menyempurnakan
separuh agama (din) seseorang. Ia menjadi benteng
yang melindungi seorang Muslim dari perbuatan
yang dilarang Allah, seperti zina. Dengan menikah,
seseorang  melaksanakan  perintah  agama,
membangun keluarga sebagai unit dasar masyarakat
Islami, dan menciptakan lingkungan yang kondusif
untuk mendidik generasi penerus yang taat pada
ajaran-ajaran-Nya.

b) Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Pernikahan yang sah adalah sumber sakinah
(ketenangan), mawadah (cinta), dan rahmah (kasih
sayang). Kestabilan emosional dan psikologis ini
melindungi jiwa dari kegelisahan, depresi, dan
kesepian. Selain itu, dengan menyalurkan
kebutuhan biologis secara halal, pernikahan
menjaga individu dari risiko penyakit fisik dan
sosial yang sering kali menyertai hubungan di luar
nikah, sehingga secara langsung melindungi
keberlangsungan hidup yang sehat dan terhormat.

c¢) Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal)

Kepastian hukum yang didapat dari
pencatatan nikah membebaskan akal dari
kekhawatiran dan keraguan. Tanpa status yang
jelas, pasangan akan terus menerus dihantui oleh
potensi fitnah, tuduhan dari masyarakat, dan
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ketidakpastian mengenai hak serta kewajiban.
Pencatatan nikah memberikan ketegasan, sehingga
akal dan pikiran dapat berfungsi secara jernih dan
produktif, terhindar dari stres dan konflik yang
menguras energi mental.

d) Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Tujuan utama pernikahan adalah melanjutkan
garis keturunan secara terhormat dan bertanggung
jawab. Pencatatan pernikahan memastikan bahwa
setiap anak yang lahir memiliki nasab (garis
keturunan) yang jelas dan diakui secara hukum.
Status ini adalah hak fundamental anak, yang
menjamin hak-hak lainnya seperti pemeliharaan,
pendidikan, dan warisan. Tanpa kejelasan ini, anak
menjadi korban, kehilangan identitas, dan rentan
terhadap penelantaran.

e) Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Pernikahan menciptakan hubungan finansial
yang terdefinisi dengan jelas. Melalui pencatatan
yang sah, hak-hak materil seperti mahar, natkah
bagi istri dan anak, serta pembagian harta waris
menjadi terlindungi oleh hukum negara. Hal ini
mencegah terjadinya perselisihan, eksploitasi, dan
ketidakadilan, terutama terhadap pihak perempuan
dan anak-anak jika terjadi perceraian atau kematian.
Dengan demikian, kepemilikan harta setiap individu
menjadi aman dan terjamin.

2. Konsep Tajdidun Nikah & Isbat nikah
Tajdidu an-Nikah berasal dari dua ungkapan
kosa kata Bahasa Arab, yaitu “tajdid” dan ‘“nikah”
yang dalam Bahasa Jawa dikenal dengan istilah
“mbangun nikah, bilas nikah,” ataupun “nganyari
nikah.” Tajdid memiliki dua pengertian, yaitu:
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pertama, dalam konteks tujuannya, dasarnya, landasan,
dan sumber yang konsisten, tajdid merujuk pada
mengembalikan sesuatu kepada keadaan asalnya.
Kedua, tajdid merujuk pada modernisasi ketika
berkaitan dengan hal-hal yang tidak memiliki dasar
atau landasan yang kuat agar sesuai dengan situasi,
kondisi, dan konteks waktu serta tempat. Dalam
konteks pernikahan siri, tajdidun nikah dilakukan
sebagai upaya untuk meneguhkan kembali status
pernikahan secara agama, meskipun belum tentu
memberikan kekuatan hukum negara.'®

Namun di sisi lain, terdapat mekanisme hukum
formal yang juga bertujuan meneguhkan keabsahan
pernikahan, yaitu isbat nikah melalui Pengadilan
Agama. Berbeda dengan tajdidun nikah yang hanya
meneguhkan akad dari sisi agama, isbat nikah
memberikan pengakuan hukum negara terhadap
pernikahan tersebut.

Kedua bentuk ini baik tajdidun nikah maupun
isbat nikah dapat ditinjau dari perspektif magqdasid al-
shari’ah, di mana keduanya berupaya mewujudkan
kemaslahatan (jalb al-maslahah) dan mencegah
kerusakan (dar’ al-mafsadah). Dalam konteks hifz al-
din (menjaga agama), keduanya meneguhkan
keabsahan akad nikah sebagai ibadah yang bernilai
syar ‘i; dalam hifz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-
nas/ (menjaga keturunan), keduanya memberikan
perlindungan terhadap kehormatan, status, dan
keberlangsungan keluarga; sementara dalam hifz al-
mal (menjaga harta) serta hifz al- ‘agl (menjaga akal),

6. Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur, Magqasid al-Syari‘ah al-
Islamiyyah (Yordania: Dar al-Nafa’is, 2001), h. 38—40.
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isbat nikah secara khusus lebih menjamin kepastian
hukum terhadap hak-hak ekonomi dan status perdata
yang berdampak pada ketenangan batin pasangan.
Dengan demikian, dalam pandangan maqasid, tajdidun
nikah lebih menekankan aspek spiritual dan sosial,
sedangkan isbat nikah menekankan aspek legal-formal
yang menyempurnakan tujuan syariat secara utuh.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan memiliki peranan penting
dalam proses penyusunan skripsi. Fungsinya untuk
mengetahui secara jelas bahwa dalam penelitian ini
berbeda dengan penelitian sebelumnya. Walaupun ada
beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan
penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti
bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil
karya peniliti lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun
penelitian peniliti lain, di antaranya:

Pertama, Cut Nanda Maya Sari Fakultas Syari“ah
dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2017, dengan judul
“Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang).'”
Dalam  penelitianya ~membahas tentang  praktek
pengulangan nikah menurut hukum Islam yang terjadi di
Kecamatan Kualasimpang. Akad nikah ini disebabkan
karena tidak terpenuhinya rukun dan syahnya pernikahan.
Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan
dan penelitian lapangan, bersifat desktiptif analisis.
Penelitian Cut Nanda Maya Sari berangkat dari kasus
pernikahan yang batal (fasad), sehingga pengulangan

7 Cut Nanda Maya Sari, Pelngulangan Nikah Melurut
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan
Kualasimpang). Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017)



13

nikah adalah sebuah keharusan untuk mengesahkan
hubungan. Sebaliknya, penelitian penulis berangkat dari
pernikahan siri yang sudah sah secara agama namun tidak
memiliki kekuatan hukum. Masalahnya bukan pada
kelabsahan akad, melainkan pada ketiadaan pencatatan
negara. Dan lebih spesifik menganaisis pilihan tindakan
sosial (memilih tajdid daripada isbat) sebagai respons
terhadap status tidak tercatat tersebut.

Kedua, Farhatul Aeni Fakultas Syari“ah dan
Ekonomi Islam TAIN Syekh Nurjati tahun 2015, dengan
judul “Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Di Luar Nikah
Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Ulama
Astanajapura (Studi Kasus di Desa Astanajapura,
Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon).'® Dalam
penelitian ini membahas tentang pengulangan akad nikah
yang dilakukan dikarenakan kondisi mempelai wanita
telah hamil terlebih dulu, karena masyarakat mempercayai
bahwa jika menikah dalam keadaan hamil maka nikahnya
tidak sah dan harus melakukan pengulangan pernikahan
ketika anaknya sudah lahir. Pemicu nikah ulang dalam
penelitian Farkhatul Aeni sangat spesifik, yaitu kehamilan
di luar nikah dan pandangan figih lokal tentangnya.

Penelitian penulis mencakup pada pernikahan siri
secara umum yang bisa terjadi karena berbagai alasan
(ekonomi, poligami, birokrasi, dll.), tidak terbatas pada
satu kasus. Analisis Farkhatul Aeni berpusat pada
perbandingan antara KHI dan pandangan ulama lokal.
Perbedaan penelitian penulis menggunakan kerangka teori
yang lebih luas dan berbeda, yaitu Teori Tindakan Sosial

18 Farhatul Aeni, Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Di Luar
Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ulama
Astanajapura (Studi di Desa Astanajapura, Kelcamatan Astanajapura,
Kabupaten Cirebon). Skripsi. (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015)
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Max Weber untuk menggali makna subjektif di balik
tindakan masyarakat dan Magdasid Al-Shari’ah untuk
mengevaluasi dampaknya secara holistik (sesuatu secara
menyeluruh).

Ketiga, M. Aprizal Husni UIN Raden Intan
Lampung tahun 2021, dengan judul “Praktik Nikah Ulang
Dalam Perspektif Perspektif Magasid Syari’ah? (Studi
Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir
Barat).! Dalam penelitian ini membahas tentang
pemikahan ulang yang disebabkan karena beberapa faktor
yaitu, faktor berpisah (bukan cerai), faktor hamil di luar
nikah, faktor pernikahan yang tidak direstui, dan juga
faktor adat. Karena faktor-faktor tersebut masyarakat
melakukan pernikahan wulang, dan tradisi tersebut
dikategorikan urf yang shahih karena tidak betentangan
dengan hukum Islam. Meskipun sama-sama menggunakan
Magasid  al-Shari’ah, penelitian Husni  bertujuan
memvalidasi praktik nikah ulang sebagai sebuah adat
(‘urf). Sebaliknya, penelitian penulis mempertentangkan
dua pilihan solusi untuk nikah siri, yaitu solusi informal
(tajdidun nikah) velrsus solusi formal (isbat nikah).
Penulis tidak bertujuan melegitimasi 7ajdidun Nikah,
melainkan menganalisis mengapa pilihan itu diambil dan
apa konsekuensinya. Dari sudut penulis menggunakan
Teori Tindakan Sosial Max Weber. Ini memungkinkan
penulis untuk membedah motivasi tindakan masyarakat
(apakah karena tradisi, nilai, afeksi, atau rasionalitas
instrumental) secara lebih mendalam.

1 M. Aprizal Husni, Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir
Tengah Kabupaten Pesisir Barat). Skripsi. (Bandar Lampung: UIN
Raden Intan, 2021)
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Keempat, Achamad Dwi Iswanto Mahasiswa
Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
tahun 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Pengulangan Akad (Lafadz Ijab Qabul) dalam
Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tebo Ilir
Kabupaten Tebo). Dalam penelitian tersebut berisi faktor-
faktor yang menyebabkan pengulangan akad di KUA
Kecamatan Tebo Ilir dimana ada dua kasus yang
diidentifikasi yang pertama karena ghaibnya wali nasab
dan yang kedua karena berbohongnya mempelai wanita.
Serta tinjauan hukum Islam terhadap Pengulangan Akad.
Pengulangan akad dilakukan supaya menghindari
kemadharatan.?® Pada penelitian Achamad Dwi Iswanto
berada pada level mikro dan teknis-figih (prosedur akad).
Penelitian Anda berada pada level makro dan sosial-
hukum (socio-lelgal). Penulis tidak membahas teknis
pengulangan akad, tetapi fenomena sosial di balik pilihan
masyarakat untuk menyelesaikan masalah status hukum
pernikahannya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi
Achamad Dwi Iswanto adalah cacat prosedur akad.
Permasalahan dalam skripsi penulis adalah cacat legalitas
negara pada pemikahan yang prosedurnya sudah dianggap
sah secara agama.

Kelima, Rifqi Ardiansyah dari Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan pada tahun 2025 berjudul “Tinjauan Magasid
Al-Shari’ah Terhadap Nikah Ulang Atas Pernikahan Sirri
(Studi di Kecamatan Karanganyar)”. Penelitian ini praktik
nikah ulang atas pernikahan sirri, yaitu pernikahan yang

20 Achamad Dwi Iswanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pengulangan Akad (Lafadz ljab Qabul) dalam Nikah (Studi Kasus di
KUA Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo). Skripsi (Jambi: UIN
Sulthan Thaha Saifuddin, 2021)
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sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum
karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).
Fenomena ini muncul ketika sebagian masyarakat
memilth melakukan nikah wulang di KUA untuk
memperoleh buku nikah, alih-alih mengajukan isbat nikah
ke Pengadilan Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis alasan masyarakat lebih memilih nikah
ulang daripada isbat nikah, serta menilai praktik tersebut
dari perspektif Magqdasid Al-syari‘ah, khususnya dalam
aspek hifz an-nasl (menjaga keturunan). Penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode
kualitatif, melalui wawancara terhadap pelaku nikah ulang
dan Kepala KUA Kecamatan Karanganyar. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pilihan terhadap nikah
ulang dilatarbelakangi oleh pertimbangan efisiensi,
kemudahan, keterbatasan pengetahuan hukum, serta
dorongan untuk memperoleh dokumen resmi seperti buku
nikah dan akta kelahiran anak.?! Penelitian penulis
berfokus pada penilaian hukum Islam terhadap nikah
ulang, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada
pemahaman sosial masyarakat dan implikasi hukumnya
dalam bingkai teori Max Weber dan Magdsid Al-Shari’ah.
Dengan demikian, penelitian peneliti lebih mendalam, dan
kontekstual terhadap fenomena sosial keagamaan di
masyarakat.

Dari sisi teori sosial, tindakan ini dikategorikan
sebagai tindakan sosial instrumental menurut Max Weber,
karena didasari pertimbangan praktis. Dari sudut pandang
Magasid Al-Shari’ah, nikah ulang termasuk dalam

2I Rifgi Ardiansyah, Tinjauan Maqasid Al-Shari’ah Terhadap Nikah
Ulang Atas Pernikahan Sirri (Studi di Kecamatan Karanganyar), Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Perpustakaan: UIN K.H.
Abdurrahman Wahid, 2025).
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kategori hajiyyat karena memudahkan urusan masyarakat,
namun belum mampu sepenuhnya menjamin kejelasan
status hukum anak akibat tidak bersifat surut secara
hukum. Oleh sebab itu, isbat nikah dinilai lebih sesuai
dengan prinsip magasid dalam kategori dariiriyyat, karena
memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan
menyeluruh.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan
beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya
adalah penelitian ini akan berfokus pada implikasi
pernikahan siri dan mengkaji alasan masyarakat lebih
memilih tajdidun nikah daripada isbat nikah, sebagai dua
respons alternatif terhadap persoalan pernikahan siri, yang
dianalisis secara mendalam melalui kacamata ganda
sosiologi (Max Weber) dan filsafat hukum Islam (Magasid
al-Shari‘ah), dimana ini adalah sebuah pendekatan yang
belum dilakukan oleh penelitian-pelnelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu alat atau proses
yang dilakukan oleh peniliti untuk menemukan sebuah
jawaban yang tepat atas permasalahan-permasalahan
dalam penelitiannya.?> Dalam hal ini peniliti akan
mencoba memaparkan metode yang digunakan dalam

penelitian ini sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.
Penelitian ini bertujuan untuk menggali alasan, pola
pikir, serta dampak sosial dari praktik tajdidun nikah,
kemudian dianalisis dalam perspektif Magasid Al-
Shari’ah. Untuk memperjelaskan arah peneliti

22 Masyhuri dan Zainudin, Mefodologi Penelitian: Pendekatan
Praktis dan Aplikatif, (Bandung: RefikaAditama, 2011), h. 4244
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menggunakan metode Purposel Sampling atau teknik
pengambilan data tertentu yang dibutuhkan untuk
digunakan sebagai bahan penelitian.
2. Pendekatan Penelitian
Menggunakan pendekatan sosiologis normatif.
Studi  kasus terhadap masyarakat Kecamatan
Jatibarang, Kabupaten Brebes, yang melakukan
tajdidun nikah dengan menggunakan pendekatan teori
max webber. Dan data di peroleh melalui wawancara,
observasi, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab
tujuan penelitian.
3. Sumber Data Penelitian
Data yang dikumpukan dalam penelitian ini yaitu
sumber data dalam penelitian ini adalah suatu subjek
dari mana data dapat diperoleh.?* Adapun sumber data
yang peneliti gunakan dalam pembahasan ini dapat
dikemukakan sebagai berikut:
a. Data Primer
Data Primer Sumber data primer adalah data
yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian
melalui  subjek penelitian sebagai sumber
informasi. Dalam hal ini data diperoleh melalui
wawancara mendalam dengan:
1) Pasangan yang melakukan tajdidun nikah
setelah pernikahan siri.
2) Tokoh agama dan tokoh masyarakat.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh
dari Literatur yang relevan: KHI, UU No. 1 Tahun

23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan
Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 106-110
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1974, jurnal, buku, skripsi, fatwa ulama, dan
regulasi pernikahan yang lain.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini yatu dengan wawancara (inferview)
terhadap responden untuk memberikan jawaban
beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh peneliti atau
untuk menguji hipotesis.?* Dan studi kepustakaan yang
diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-
buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan
penelitian ini.
Dalam penelitian ini menggunakan dua metode
pengumpulan data yaitu sebagai berikut:
a. Studi Wawancara semi-terstruktur
Wawancara dilakukan dengan pasangan yang
melakukan fajdidun nikah, Kepala atau staf KUA,
dan tokoh agama atau tokoh masyarakat. Tujuannya
adalah untuk memahami motif dan pertimbangan
masyarakat ketika memilih tajdidun nikah daripada
isbat nikah. Dengan model semi-terstruktur, peneliti
menyiapkan panduan pertanyaan pokok, namun
tetap memberi ruang bagi informan untuk
menjelaskan pandangan dan pengalaman mereka
secara bebas. Penelitian ini mengkaji realitas praktik
nikah ulang, khususnya pelaksanaan tajdidun nikah,
yang dilakukan oleh pasangan yang sebelumnya
melangsungkan pernikahan sirri. Praktik tersebut
dilakukan sebagai wupaya untuk memperoleh
pengakuan hukum terhadap pernikahan yang

24 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penulisan Hukum
Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006,), h. 295-298
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sebelumnya tidak tercatat dalam administrasi negara
di KUA kecamatan Jatibarang Brebes.
b. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi ini membantu peneliti
dalam menganalisis fenomena tajdidun nikah dari
sisi hukum dan normatif, terutama saat menilai
implikasinya terhadap prinsip magasid al-shari’ah
yaitu sejauh mana praktik tersebut melindungi
agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.?’
5. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan usaha peneliti
memaknai data baik dalam bentuk teks maupun
gambar yang dilakukan secara menyeluruh. Oleh
karena itu peneliti harus benar-benar dapat
mempersiapkan data-data supaya bisa dianalisis,
dipahami, disajikan, dan diintrepetasikan. Dalam
penelitian ini peniliti menggunakan analisis data
dengan model analisis interaktif, yaitu: reduksi data,
penyajian  data, dan penarikan  kesimpulan.
Penjelasannya adalah sebagai berikut® :
a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan langkah analisis data
kualitatif dengan tujuan menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan
membuat fokus, data penting dari hasil wawancara
dan dokumentasi agar sesuai dengan tujuan
penelitian.?” Dalam hal ini yaitu di seleksi dan di

2> Muhammad al-Tahir ibn Ashur Magqdsid al-Syari‘ah al-
Islamiyyah (Yordania: Dar al-Nafa’is, 2001) h. 261-265

26 Uhar Suharsaputra, “Metode Penelitian —Kuantitatif,
Kualitatif, Dan Tindakan” (Bandung: Relfika Aditama.2012) h. 188—
190

27 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian
Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) h. 34-36
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ringkas sesuai fokus penelitian seperti, mana data
yang menjelaskan alasan masyarakat memilih
tajdidun nikah mana data yang menunjukkan
implikasi hukum dan sosial dari pilihan tersebut,
mana yang berkaitan dengan pandangan keagamaan
dan kemaslahatan sehingga narasi sajian data dapat
dipahami dengan baik.
b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan
informasi yang memberi kemungkinan kepada
peneliti  untuk  menarik  kesimpulan  serta
pengambilan tindakan. Penyajian data pada
penelitian kualitatif pada umumnya disampaikan
dalam bentuk narasi dengan dilengkapi gambar,
bagan, tabel, dan sebagainya, supaya data yang
disajikan untuk dianalisis jelas dan dapat mudah
dipahami. Dalam hal ini peneliti menyajikan
kategori faktor-faktor yang mendorong tajdidun
nikah: faktor ekonomi, tradisi, religiusitas, efisiensi,
dan pengaruh tokoh agama yang peniliti lakukan
kali ini disajikan dalam bentuk narasi.?®

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penilitian adalah struktur pembahasan
penelitian yang dilakukan. Bagian ini mendlskripsikan
alur pembahasan penelitian yang akan digunakan pada
skripsi nantinya, sehingga dapat diketahui logika
penyusunan dan hubungan antara satu bagian dengan
bagian yang lain. Dengan kata lain pada bagian ini adalah
untuk melihat hubungan antar bab (dari Bab I sampai Bab

28 Rofi’ah, U., & Evendi, W. (2023). Tajdidun Nikah Sebagai
Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Rejoagung
Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang). h. 50-54
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V). Oleh karena itu, penyusunan skripsi ini disusun
dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan membahas tentang latar
belakang, rumusan masalah, tujuan penilitian, kegunaan
penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode
penelitian, dan sistematika penilitian. Uraian bab I ini
dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum
tentang isi keseluruhan tulisan serta metode pendekatan
yang digunakan dalam pembahasannya.

BAB II Teori Tindakan Sosial Max Weber, Teori
Magasid Al-Shari’ah, Konsep Tajdidun Nikah & Isbat
nikah, istilah tajdidun nikah, pengertian isbat nikah, yang
kemudian di tinjau menggunakan teori Maqasid al shariah
sesuai dan relevan dengan penelitian ini.

Bab III Hasil Penelitian, menjelaskan gambaran
masyarakat Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes.
Berupa profil umum Kecamatan Jatibarang, tingkat
pendidikan, mata pencaharian, religiusitas masyakat
muslim, profil informan, peran tokoh Agama, KUA, dan
budaya lokal. Serta faktor-faktor yang mendorong
masyarakat Kecamatan Jatibarang lebih memilih tajdidun
nikah daripada isbat nikah, serta bagaimana dampak sosial
dan hukum yang muncul ditinjau dari teori tindakan sosial
Max Weber, serta dampaknya terhadap pemilihan
tersebut.

Bab IV Analisis Alasan Masyarakat Melakukan
Tajdidun Nikah dari pada Isbat Nikah di Kecamatan
Jatibarang Kabupaten Brebes, berisi analisis penelitian
yang menjawab rumusan masalah secara detail dan
mendalam. Bab ini memuat dua analisis yakni pertama,
faktor yang mendorong pemilihan masyarakat terhadap
Tajdidun Nikah daripada isbat nikah di Desa Kemiriamba
Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Analisis
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implikasi ~ pemilihan  Tajdidun  Nikah  terhadap
perlindungan hukum sesuai dengan maslahah atau hanya
mafsadah menurut perspektif Magasid Al-Shari’ah
mengenai praktik Tajdidun Nikah atas pernikahan sirri di
Desa Kemiriamba Jatibarang Kecamatan Brebes.

BAB V Penutup, meliputi kesimpulan dari hasil
penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya tindak
lanjut penelitian serta saran.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam
bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
1. Alasan Masyarakat Memilih 7Tajdidun  Nikah
Daripada Isbat Nikah

Masyarakat di Kecamatan Jatibarang lebih
sering memilih pelaksanaan nikah ulang daripada
mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama karena
prosesnya dianggap lebih mudah dengan biaya yang
lebih ringan dan waktu penyelesaian yang lebih cepat
sementara minimnya pemahaman terhadap prosedur
hukum formal membuat pasangan menilai cara
tersebut lebih sederhana untuk memperoleh buku
nikah sekaligus mempermudah pengurusan dokumen
administrasi anak seperti akta kelahiran yang
sebelumnya terhambat akibat perkawinan sirri belum
tercatat secara resmi.

Jika dianalisis melalui teori tindakan sosial
yang dikemukakan oleh Max Weber, pilihan
masyarakat tersebut dapat dikategorikan sebagai
tindakan rasional instrumental. Dalam kerangka ini,
individu  melakukan  tindakan  berdasarkan
pertimbangan rasional mengenai sarana yang dinilai
paling efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan
yang ingin dicapai oleh masyarakat dalam konteks ini
adalah memperoleh legalitas administratif atas
perkawinan dan status anak, sedangkan sarana yang
dipilih adalah pelaksanaan nikah ulang di Kantor
Urusan Agama karena dianggap lebih cepat,

90
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sederhana, dan dapat segera menghasilkan dokumen
perkawinan resmi.

Tinjaun Magqdsid Al Shari‘ah terhadap Tajdidun
Nikah atas Pernikahan Sirri

Pelaksanaan Tajdidun Nikah sebagai upaya
melegalkan ~ pernikahan  sirri  menghasilkan
kemaslahatan yang dalam kerangka magasid al
shari‘ah dapat dikategorikan pada tingkat hdgjiyyat
menurut pandangan Muhammad al-Tahir Ibn Ashur.
Praktik tersebut membantu pasangan mengatasi
hambatan administratif —sekaligus memberikan
ketenangan  psikologis  setelah  memperoleh
pengakuan hukum atas perkawinannya.

Meskipun demikian, tujuan maqasid yang
dicapai melalui nikah ulang belum mencapai tingkat
darariyyat. Hal ini disebabkan oleh sifat nikah ulang
yang tidak berlaku surut sehingga tidak memberikan
perlindungan hukum terhadap peristiwa hukum yang
terjadi sebelum pelaksanaan pernikahan ulang,
termasuk hak waris dan pengakuan status anak secara
penuh. Dalam kerangka magdasid al-shari‘ah,
mekanisme isbat nikah dipandang lebih selaras
dengan tujuan hukum Islam karena penetapan
pengadilan memberikan pengakuan hukum sejak
terjadinya akad nikah pertama serta menjamin
pemenuhan hak-hak keluarga secara utuh.

Berdasarkan temuan penelitian, praktik
tajdidun nikah di Kecamatan Jatibarang juga
menunjukkan  adanya  pergeseran  orientasi
masyarakat dalam memaknai legalitas perkawinan.
Jika sebelumnya keabsahan pernikahan lebih
ditekankan pada aspek religius semata, maka dalam
perkembangan  saat ini  masyarakat mulai
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menempatkan aspek administratif dan pengakuan
negara sebagai kebutuhan yang tidak terpisahkan dari
institusi perkawinan. Pergeseran ini memperlihatkan
bahwa kesadaran hukum masyarakat mulai terbentuk,
meskipun belum sepenuhnya diikuti dengan
pemahaman yang komprehensif terhadap mekanisme
hukum yang tepat, seperti isbat nikah. Dalam konteks
ini, tajdidun nikah dipilih sebagai jalan tengah yang
dianggap paling praktis, cepat, dan sesuai dengan
kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pilihan tersebut secara normatif belum mampu
memberikan perlindungan hukum yang utuh,
khususnya terkait hak-hak keperdataan yang timbul
sebelum akad nikah ulang dilaksanakan. Oleh karena
itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dari
pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan
literasi hukum masyarakat serta memberikan akses
yang lebih mudah terhadap prosedur isbat nikah,
sehingga tujuan perlindungan hukum dalam
perkawinan dapat tercapai secara optimal sesuai
dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam
hukum Islam.

B. Saran

1.

Alasan Masyarakat memilih Tajdidun Nikah di KUA
daripada Isbat Nikah di PA

Pilihan masyarakat untuk melaksanakan tajdid
nikah dipengaruhi oleh pertimbangan praktis dan
rasional. Praktik tersebut dipandang sebagai langkah
yang lebih mudah dilakukan untuk memperoleh
pengakuan administratif atas perkawinan. Selain itu,
pandangan tokoh masyarakat yang dijadikan rujukan
turut memengaruhi keputusan tersebut, meskipun
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secara normatif solusi yang lebih tepat untuk
melegalkan  pernikahan sirri  adalah  melalui
mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama.
Berbagai alasan dikemukakan untuk tidak menempuh
prosedur tersebut, antara lain keterbatasan ekonomi,
pertimbangan kemudahan prosedur, serta
kemungkinan pelaksanaan yang lebih tertutup.

Pilihan tersebut juga dipengaruhi oleh upaya
menjaga reputasi keluarga di lingkungan sosial serta
adanya tekanan sosial untuk segera memperoleh
pengakuan hukum terhadap status anak yang lahir
dari pernikahan sirri. Dalam perspektif teori tindakan
sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, keputusan
tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan
rasional instrumental. Dalam kerangka ini,
masyarakat memilih sarana yang dianggap paling
efisien untuk mencapai tujuan administratif, yaitu
memperoleh dokumen perkawinan resmi sebagai
bentuk pengakuan hukum dari negara. Hal ini juga
menunjukan bahwa masyarakat minim literasi
terhadap pemahaman hukum perkawinan yang
berlaku. Sebenarnya juga hal ini juga menjadi
perhatian PPP atau Badan Kantor Urusan Keagamaan
untuk lebih bisa menjamah tataran Masyarakat untuk
mengedukasi terkait penting pemahaman Hukum
Perkawinan, serta bisa memberikan pandangan untuk
menjadi lebih baik.
Untuk Peneliti selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang
lingkup kajian yang difokuskan pada praktik nikah
ulang sebagai respons terhadap pernikahan sirri
dalam perspektif magasid al shari‘ah, khususnya
pada masyarakat di Kecamatan Jatibarang. Fokus
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tersebut menyebabkan pembahasan penelitian ini
lebih diarahkan pada analisis praktik sosial
masyarakat serta penilaiannya dalam kerangka tujuan
hukum Islam, sehingga belum mencakup kajian yang
lebih luas mengenai dinamika hukum keluarga Islam
di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang
berbeda.

Kajian ini juga belum menguraikan secara
mendalam konsekuensi hukum jangka panjang yang
mungkin timbul dari praktik Tajdidun Nikah terhadap
pernikahan sirri. Aspek yang belum dianalisis secara
komprehensif antara lain berkaitan dengan kepastian
status hukum anak yang lahir sebelum pelaksanaan
nikah ulang, implikasi terhadap hak waris dalam
keluarga, serta potensi sengketa hukum yang dapat
muncul pada masa mendatang. Keterbatasan tersebut
disebabkan oleh fokus penelitian yang lebih
menitikberatkan ~ pada  aspek  kemaslahatan
administratif dan sosial dari praktik nikah ulang
dalam perspektif magasid al - shari ‘ah.

Selain itu, penelitian ini belum melakukan
evaluasi mendalam terhadap mekanisme isbat nikah
sebagai jalur hukum formal yang disediakan oleh
negara untuk melegalkan pernikahan sirri. Analisis
dalam penelitian ini belum membahas secara rinci
prosedur  peradilan, efektivitas implementasi
kebijakan isbat nikah, maupun hambatan struktural
dan kultural yang dihadapi masyarakat dalam
mengakses proses tersebut. Dengan demikian, kajian
mengenai perbandingan efektivitas antara nikah
ulang dan isbat nikah masih memerlukan penelitian
lanjutan yang melibatkan pendekatan hukum
normatif maupun empiris secara lebih luas.
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Keterbatasan lain berkaitan dengan sumber data
penelitian yang berfokus pada pengalaman dan
praktik yang berkembang di lingkungan masyarakat
setempat. Kondisi tersebut menyebabkan hasil
penelitian ini lebih merepresentasikan realitas sosial
pada lokasi penelitian dan belum dapat digeneralisasi
untuk menggambarkan praktik serupa di daerah lain
yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan
tingkat literasi hukum yang berbeda. Oleh karena itu,
penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas
cakupan wilayah kajian, memperdalam analisis
hukum terhadap dampak jangka panjang, serta
mengevaluasi secara sistematis mekanisme isbat
nikah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi
keluarga yang melakukan pernikahan sirri.
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